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BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA
NOMOR : 43 tisuy 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dipandang
perlu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja
pada setiap Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gowa;

bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas
kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gowa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Gowa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU merupakan pedoman/acuan bagi aparatur
dalam proses penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa.

Terhadap Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bersifat dinamis, sehingga perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala.



KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal $#@ Desembar 2019

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Gowa di Sungguminasa;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Pertinggal.
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